BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi polemik selama bertahun-tahun,
tentu saja UU ITE terus memakan korban karena jeratannya bisa menangkap
sasaran empuk orang-orang yang kebetulan ingin menginformasikan sesuatu
yang menurutnya kurang baik.

Pada tahun 2016 setelah 8 tahun UU ITE merajalela, akhirnya
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun untuk Pasal 27 ayat (3)
perubahan hanya di dalam Penjelasan Pasal demi Pasal.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-V1/2008
dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran
nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik
bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik
aduan.?

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku
manusia masyarakat dan peradaban secara global.? Dengan munculnya

Internet, ada jenis baru dunia yang sebelumnya tidak pernah dikenal manusia,

L https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2016-perubahan-uu-11-2008-ite,  diakses
tanggal 3 Oktober 2020, pukul 17.08 WIB

2 Budi Suhariyanto 2014 Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Raja Grafindo
Persada Jakarta hal. 2.
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dunia yang disebut virtual dunia? Munculnya dunia maya telah mengubah
kebiasaan banyak orang, khususnya di hidup mereka terbiasa menggunakan
internet. Mulai dari mengubah cara dan cara transaksi bisnis atau transaksi
perbankan dilakukan dengan menggunakan internet berlangsung di dunia
maya Yyang disebut transaksi elektronik (transaksi elektronik atau e-
commerce), pendidikan (pendidikan elektronik), kesehatan (tele-obat),
transportasi, turis industri, lingkungan, hingga sektor hiburan.

Ujaran kebencian atau Hate Speech merupakan tindakan menyebarkan
rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan
antargolongan). Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan,
perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu
terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku
pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang
menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (Hate Speech) ini disebut
(Hate Site). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan
Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.?

Perkembangan tehnologie informasi dan komunikasi telah membawa
pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan
tehnologie informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi
bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak
kemajuan Tehnologie ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan

perbuatanperbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai

3 Sutan Remy Syahdeini, 2009, Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama
Grafiti, Jakarta, hal. 38



kepentingan hukum orang, masyarakat dan Negara.* Perkembangan
tehnologie informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah sehingga
menjadi gaya hidup ( life style ) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak
terkecuali di indonesia juga terkena imbas perkembangan tehnologie
informasi di era globalisasi ini. Diikuti dengan jumlah penduduk indonesia
yang setiap tahunnya bertambah populasi penduduknya disebabkan angka
kelahiran terus meningkat, sehingga pemanfaatan tehnologie informasi sangat
diperlukan guna menunjang pekerjaan sehari-hari.

Pemanfaatan tehnologie informasi dalam kehidupan sehari-hari
memunculkan berbagai macam situs jejaring sosial, dan penggunanya telah
menyebar secara signifikan diberbagai lapisan masyarakat. Situs jejaring
sosial dewasa ini banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi, bertukar
informasi, dan lain sebagainya yang semuanya digunakan oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sejalan dengan perkembangan
tehnologie informasi tersebut masyarakat dapat menggunakan mesin pencari
seperti Google, atau Mozilla firefox, namun yang paling populer di kalangan
lapisan masyarakat adalah : Facebook, Twitter, BBM, Whatshapp, Instagram
dan You tube.

Ujaran kebencian (Hate Speech) yang berbau SARA, memiliki
dampak yang berbahaya bila dilakukan melalui media sosial karena
jangkauannya yang luas dan penyebaran yang cepat. Ujaran kebencian sangat

berbahaya pada titik yang paling parah ujaran kebencian dapat menimbulkan

4 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi
Elektronik, MNC Publishing, Malang, hal. 2



genosida. Sementara pada titik terendah dapat menimbulkan konflik
horizontal dalam skala yang mungkin kecil.® Hoax dan ujaran kebencian
sangatlah dekat karena hoax dapat memicu terjadinya ujaran kebencian.
Dalam Undang-undang ITE Hoax adalah berita bohong yaitu setiap orang
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Perkembangan tehnologie informasi yang cukup canggih ini, juga
diikuti oleh perkembangan kejahatan. Untuk mengantisipasi perkembangan
tersebut, lembaga legislatif telah membuat ketentuan tentang larangan
penyebaran ujaran kebencian atau Hoax. Undang-undang Nomor 19 tahun
2016 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (2) yaitu
melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau Hoax yang dapat
menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA) dan Pasal 45 ayat (3) setiap orang yang dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Namun meskipun pendekatan hukum telah dilakukan dan pelaku
ujaran kebencian telah di proses secara hukum tetap saja tidak menimbulkan
efek jera. Ujaran kebencian di media sosial yang tak kunjung mereda terjadi

karena banyak sebab. Pertama, minimnya program literasi media digital ke

5 Sahrul Mauludi, 2018, Awas Hoax!, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 245



masyarakat. Literasi media digital untuk memberikan kesadaran kepada
masyarakat tentang konten apa saja yang berpotensi melanggar hukum dan
tidak. Kedua Kketidakjelasan penegakan hukum. Dalam sejumlah kasus
seringkali pelaku ujaran kebencian tidak diproses hingga tuntas. Ada juga
pelaku yang melakukan kesalahan tidak dipenjara. Ambiguitas hukum
membuat orang merasa terlindung karena tidak ada kepastian hukum yang
jelas. Ketiga yang tidak kalah penting adalah konflik politik di level elite.
Pengaruh buruk memanfaatkan media sosial juga bisa datang dari tokoh
publik yang memiliki banyak penggemar. Mereka berebut memengaruhi
masyarakat melalui media sosial untuk kepentingan politik.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat
menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan
muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang.
Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi.
Suatu hal yang patut diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial
sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi
atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbgai budaya yang ada,
usia kejahatan tentu lebih tua. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Betapa pun Kita
mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam

masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu



bentuk prilaku manusia yang terus mengalami perkebangan sejajar dengan
perkembangan masayarakat itu sendiri.®

Selama ini, Ujaran Kebencian (Hate Speech) berdampak pada
pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik
di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakan
massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka
di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum
khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif
maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (Hate Speech)
ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan
konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi,
kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terdapat pada
masyarakat yang sedang berkembang, tetapi ada juga dalam masyarakat yang
telah maju dengan peralatan teknologi yang lebih canggih tentunya.
Kejahatan tidak hanya di dunia nyata (real), tetapi juga di dunia maya
(virtual) yang berbeda bentuknya dengan kejahatan konvensional, karena
telah diperluas sedemikian rupa. Keberadaan suatu kejahatan identik dengan
keberadan manusia itu sendiri meskipun ada kemungkinan bentuk atau tipe
kejahatan dari tiap-tiap masyarakat berbeda. Kecanggihan teknologi

elektronik telah memberikan kemudahan-kemudahan, terutama dalam

6 Agus Raharjo, 2002, Cybercrime Pemahaman dan Upaya pencegahan Kejahatan
Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 29.



membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer
menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu melalui
penyalahgunaan teknologi elektronik/komputer sebagai modus operandinya.
Penyalahgunaan elektronik/komputer dalam perkembangannya menimbulkan
permasalahan yang sangat rumit, terutama erat kaitannya dengan proses
pembuktian suatu tindak pidana (faktor yuridis). Apalagi penggunaan
elektronik/komputer untuk tindak kejahatan itu memiliki karakteristik
tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan
komputer (konvensional). Perbutan atau tindakan, pelaku, alat bukti ataupun
barang bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifiksi,
tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan
komputer/dunia maya. Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer
berupa komputer network yamg kemudian melahirkan suatu ruang
komunikasi dan informasi global 4 yang dikenal dengan internet. Kemudahan
yang diperoleh melalui internet tentunya tidak menjadi jaminan bahwa
aktivitas yang dilakukan di media tersebut adalah aman atau tidak melanggar
norma. Di situlah kita harus teliti dalam melihat permasalahan yang
berkembang dalam masyarakat. Hukum diyakini sebagai alat untuk
memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya
suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika kemudian timbul suatu kebutuhan
atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai
tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam

peraturan hukum pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainya. Prinsip



tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terciptanya kepastian
hukum. Dalam upaya mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan
untuk mencapai kesebandingan hukum. Dalam konteks inilah peran dari
pembuat undang-undang dikedepankan. Fungsi legislasi dari pemerintah
merupakan sarana untuk mencapai kesebandingan hukum. Sehingga hakim
dan aparat penyidik (kepolisian) tidak selalu berpegang pada asas legalitas
saja.’

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tergolong
ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum
dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana
penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan
maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka
tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat.Pembuat undang-undang,sejak
semula bermaksud melindungi:

a. Kehormatan, dalam bahasa Belanda disebut eer
b. Nama Baik, dalam bahasa Belanda disebut geode naam

Jika dipandang dari sisi feit/perbuatan maka tindak pidana penghinaan
tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi
kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama
baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian,

hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.

" Edmon Makarim, 2003, Kompilasi Hukum Telematika, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 388.



Terjadi kasus di Polres Cirebon Polda Jabar tentang Ujaran Kebencian
Dalam Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik dugaan adanya peristiwa penghasutan
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
atau permasalahan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu, suku
agama dan antar golongan, pada hari jumat tanggal 15 maret 2019 jam 16.00
wib adanya akun facebook “Mul Yadi” menggugah konten
#PrayForNewZealandMoslem (bergambar foto pelaku penembakan di
newzealand) yang kemudian adanya komentar dari akun facebook “Deni
Sofyan Ramadhan” berupa tulisan “Juni bin Ibrahim ... Mul Yadi ... bengi
klen operasi yuk luru cina atau wong kristen ... mateni wani beli” lalu dari
komentar tersebut adanya balasan-balasan dari akun Juni bin Ibrahim dan
pengunggah Mul Yadi

Berdasarkan kasus ujaran kebencian dari tahun 2016 sampai tahun
2019 bulan maret terjadi peningkatan laporan terhadap kasus ujaran
kebencian yang terjadi di media sosial setiap tahunnya dapat dilihat dari tabel
di bawabh ini :

.Laporan kasus ujaran kebencian dari tahun 2016 sampai tahun 2019
di Polres Cirebon

Tahun Laporan Selesai
2016 0 0
2017 1 0
2018 2 masih dalam proses
(Januari-Maret)
2019 2 1
jumlah 5 1

Sumber: Polres Cirebon, 2019.




Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

kajian dan penelitian yang berjudul PENEGAKAN HUKUM PIDANA

UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi

Kasus di Polres Cirebon Polda Jabar).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas,

penulis merumuskan perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1.

Bagaimana penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media
sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda Jabar?
Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana ujaran
kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon
Polda Jabar?

Bagaimana upaya untuk mengatasai hambatan penegakan hukum pidana
ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor
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11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres

Cirebon Polda Jabar?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam
media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda Jabar.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum
pidana ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres
Cirebon Polda Jabar.

3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasai hambatan penegakan hukum
pidana ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres

Cirebon Polda Jabar.

D. Manfaat Penelitian
Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun maka penelitian ini dapat

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :
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1.

2.

Manfaat Teoritis
Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan

Hukum Pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana ujaran

kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Manfaat Praktis

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pengetahuan kepada masyarakat secara umum dan aparat penegak
hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara untuk memahami
Tindak Pidana Ujaran Kebencian.

b. Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai
penambah ilmu pengetahuan khususnya penegakan hukum pidana
ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

E. Kerangka Konseptual

1.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan atau upaya tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.
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2. Pidana
Istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” dan istilah “dihukum”
yang berasal dari perkataan “woedt gestraf” merupakan istilah-istilah yang
konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan
menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu “pidana” untuk
menggantikan kata ”straf” dan “diancam dengan pidana” untuk
menggantikan kata “wordt gestraf. Menurutnya, kalau “straf” diartikan
“hukuman” maka “strafrecht” seharusnya diartikan ‘“hukum hukuman”.
Menurut beliau “‘dihukum’ berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana
maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil dari akibat penerapan
hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup
juga keputusan hakim dalam hukum perdata.®
3. Ujaran Kebencian
Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat didefinisikan sebagai ucapan
dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan
menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap
kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender,

etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.®

8 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung.
Hal.1

® Tjipta Lesmana, “Hate Speech, Kenapa diributkan? ” Ujaran Kebencian (Hate Speech) di
Indonesia” tersedia di: http : // www.uph.edu / id / component / w.mnews / new / 2517-
mikomuphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”.
Diakses pada tanggal 3 oktober 2020, pukul 22.09 WIB
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4. Media Sosial
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti

proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian.’® Penggunaan
merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti
sarana atau barang. Menurut Ardianto dalam bukunya yang berjudul
Komunikasi Massa, tingkat penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi
dan durasi dari penggunaan media tersebut.!!

5. Informasi
Data yang sudah diolah menjadi bentuk baru yang memiliki makna bagi
penerimanya dan bermanfaat untuk mengambil keputusan saat ini atau di
masa depan.

6. Transaksi Elektronik
Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer,

jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.?

F. Kerangka Teaori
1. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto
Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud
penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan
kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan

demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa

10 Depdiknas RI, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 852

11 Ardianto Elvinaro, 2004, Komunikasi Massa : Suatu Pengantar, Simbiosa Rekatama
Media, Bandung, hal. 125

2 pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
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perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum,
perlindungan hak, ketertiban, kebahagian masyarakat dan lain-lain.*®

Tujuan hukum setidaknya dapat tercapai jika hukum dalam bentuk
aturan yang abstrak dapat diimplementasikan dengan mengandalkan
beberapa faktor pendukungnya sebagaimana diuraikan oleh Fiedman
tersebut di atas. Menurut Wayne La Favre penegakan hukum sebagai
suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang
menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh
kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan,
bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika
dalam arti sempit)** Dengan demikian atas dasar pemikiran tersebut
menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam realitasnya, bekerjanya sistem
hukum dalam karangka penegakan hukum mungkin saja terjadi
gangguan, yakni apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai,
kaidah dan pola perilaku.'® Oleh sebab itu penegakan hukum bukanlah
semata-mata hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi
bagaimana pola perilaku yakni aparat dan masyarakat (aparat yang
menerapkan hukum dan masyarakat sebagai konsumen hukum) itu
mendayagunakan hukum (sebagai salah satu unsur kaidah). Unsur ini

saling berpengaruh dalam proses penegakan hukum hukum. Di satu sisi

13 Munir Fuady, 2003, Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Citra
Aditya Bakti, Bandung, him. 39.

14 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him. 7.

15 oc.cit.
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kualitas perundang-undangan turut mempengaruhi perilaku hukum aparat
dan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum demikian pula sebaliknya.
Perkembangan teori penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono
Soekanto dengan meletakkan dasar yang lebih luas dari teori Friedman.
Soerjono Soekanto lebih melihat realita empiris yang terdapat dalam
negara yang menghadapi permasalahan problematika penegakan hukum.
Beliau mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebagai
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum setidaknya
ada lima faktor sebagai berikut®®:
a. [Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
penerapan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kelima
faktor tersebut oleh sebab itu sebagai unsur yang sangat esensil, antara

faktor sangat berkaitan erat dan saling mempengaruhi.

18 1bid. him. 8.
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2. Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman,!’ sistem hukum (legal system)
adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur
hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur
hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi
pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum.
Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya
terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system),
yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum
pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan,
kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan
pelaksanaan - putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.*®
Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud
dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum
dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk
putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka
induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang
Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang undangan
pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur

17 Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel
Sage Foundation, New York

18 Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Citra Adtya Bakti, Bandung, hal. 28
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hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam
penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat
maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu
bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa
bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan
pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.'® Friedman
mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum”
adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau
dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa
saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu
serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem
hukum, aspek penegakan hukum (law enforcement) merupakan pusat
“aktifitas” dalam kehidupan berhukum. Penegakan Hukum dalam arti luas
mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta
melakukan tindakan hukum - terhadap setiap pelanggaran atau
penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui
prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme
penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts
resolution). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut
kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan

terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi

19 gSatjipto Rahardjo, 1986, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum
Nasional, Rajawali, Jakarta, hal. 27

18



melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian,
kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.?

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh
Niklas Luhhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas
Luhhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep
autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-
komponen di dalam sistem. Niklas Luhhman mengatakan elemen-elemen
dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-
batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.?:

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang
mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai
pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel.
Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai B=FPE artinya huruf B
adalah' perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang,
sedangkan huruf F vyang berada dalam satu hubungan yang
ajegmenyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan-
lingkungan konkrit. Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya
teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek
fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-
undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat

banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (legal system

20 Jimly Asshiddigie, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia,
disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI
Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

2L 3alim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam IImu Hukum, Rajawali Press, Jakarta,
him. 72
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theory) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana
hukum itu diberlakukan.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga
kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur
hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton
Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur,
dan budaya hukum.?? Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman
di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah
struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata
secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana
sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat
tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum
membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut
Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun
yang dijalankan oleh sistem hukum.

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang
pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu
berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum
akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran

dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai

22 Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika
Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, hal. 9.
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pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat

hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton
Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:?

a) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada
beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para
Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para
Hakimnya, dan lain-lain.

b) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan
asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk
putusan pengadilan.

¢) Kultur hukum yaitu : opini-opini, “kepercayaan-kepercayaan
(keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara
bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga
masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan
dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen
pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam
bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni,
struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem
hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum

dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan

3 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta,
hal. 204.
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kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu
sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum
menyangkut perilaku para pengemban hak dan kewajiban antara lain
perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke
dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama,
banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system.
Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang
mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah,
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan
pengadilan. Budaya hukum menyangkut- sikap-sikap, tingkah laku, dan
nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.?

Struktur hukum, substansi- hukum, dan budaya hukum merupakan
elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen
dari tiga kompenen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik,
dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan
(problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono
Soekanto,?® merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak
bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya

penegakan hukum yang diharapkan.

24 Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Rajawali Press,
Jakarta, hal. 11-13
5 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor...... Op. cit, hal. 5.
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G. Metode Penelitian
Untuk memperolen data dan penjelasan segala sesuatu yang
berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman
penelitian yang disebut metode penelitian, yang dimaksud dengan metode
penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran
secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.?
1. Metode Pendekatan
Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah yuridis empiris dengan
kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula
dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku
serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.>’ Atau dengan
kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan
sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud
untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan,
setelah data yang dibutuhkan  terkumpul kemudian menuju kepada
identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian
masalah.
2. Spesifikasi Penelitian
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yang
bersifat deskriptif analisis. Dengan objek penelitian peraturan perundang-

undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum. Demikian juga hukum

%6 Cholid Narboko dan Abu Achmadi, 1997, Penghantar Penelitian Hukum, Bumi Pustaka,
Jakarta, hal. 1.

27 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,
hal.15
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dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat, yang berkenaan dengan objek

penelitian

. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder.

a. Data primer, vyaitu data yang berupa fakta-fakta dan
keteranganketerangan yang - diperoleh secara langsung dari objek
penelitian/lapangan.Data primer diperoleh melalui wawancara langsung
dengan Penyidik Polres Cirebon Polda Jabar.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-
pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain
yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam
bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.
Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

(1) Bahan hukum primer
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik
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d) Surat EdaranNomor: SE/06/X/2015tentangPenanganan Ujaran
Kebencian (Hate Speech)
(2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari
kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para
sarjana, dan dokumen  resmi yang berkaitan dengan pokok
permasalahan yang diteliti.
(3) Bahan Hukum Tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
contohnya ~kamuskamus hukum, kamus bahasa Indonesia,
ensiklopedi  hukum, kamus istilah komputer, kamus bahasa
inggris.?®

4. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Studi lapangan
Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.
Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan
wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penanganan

ujaran kebencian, yaitu Iptu Arif Zaenal Abidin, SH.,MH, selaku Kanit

28 Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, Hal. 14-15.
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Reskrim, Bripka Yudi Kurniawan selaku Penyidik, Dani Wahyu Eka
Putra selaku Pelapop di Polres Cirebon Polda Jabar.
b. Studi kepustakaan (library research)
Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan
perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok
bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya
itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam
merumuskan dan menyusun teori tesis ini.
5. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non
matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan
menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan
peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk

penelitian.

H. Sistematika Penelitian
Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :
BAB | PENDAHULUAN
Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian

dan Sistematika Penulisan.
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BAB |1

BAB 111

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang
Penegakan Hukum, Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial,
Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ujaran Kebencian
menurut perspektif Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai penegakan hukum
pidana ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda
Jabar, Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum
pidana ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda
Jabar dan upaya untuk mengatasai hambatan penegakan
hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon

Polda Jabar.
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BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.
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